SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-06/MBU/04 /2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-12/MBU/2012 TENTANG ORGAN PENDUKUNG DEWAN
KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mendukung terwujudnya pengawasan yang
efektif oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Usaha Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan proses
nominasi dan remunerasi serta meningkatkan kualitas
dan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara perlu pengaturan
mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi;

bahwa untuk meningkatkan tata kelola (governance)
terutama pada organ pendukung Dewan Komisaris atau
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, perlu

dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Badan



Mengingat

Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ
Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan

Usaha Milik Negara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4305);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran

Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-12/MBU/2012
TENTANG ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ
Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha

Milik Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah,
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,
terdiri dari:
a. Komite Audit;
b. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur
lain dengan fungsi yang sama;
c. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika
diperlukan;
d. Satu komite lain, jika diperlukan.
(2) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.

(3) Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi



(4)

(1)

(2)

atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dan

komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas, maksimal berjumlah 2 (dua)

orang.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk

komite lain lebih dari 2 (dua) dan/atau menetapkan

jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua)

orang, apabila:

a. diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan; atau

b. disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan
beban yang dihadapi Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dalam menjalankan tugas di BUMN yang

bersangkutan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (2)
dan ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat
(2b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan
kemampuan Perusahaan.
Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari:
a. honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen)
dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
b. tunjangan terdiri dari:
1) tunjangan transportasi sebesar 20% dari
honorarium per bulan;
2) tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam

1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.



(22)

(2b)

(3)

(4)

c. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan
obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk
keluarga;

d. jasa produksi (bonus) dapat diberikan kepada
Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan
besaran tidak melebihi besarnya jasa produksi (bonus)
terendah yang diterima oleh pejabat 1 (satu) tingkat di
bawah Direksi BUMN yang bersangkutan.

Selain besaran dan jenis penghasilan sebagaimana

dimaksud pada  ayat (2), Sekretaris Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberikan asuransi

purna jabatan dan fasilitas pakaian kerja dengan

memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan serta
tidak melebihi besaran penghasilan yang diberikan
kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang

menerima penghasilan lain selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (2a) pasal ini.

Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas dengan ketentuan total penghasilan setahun

tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.

Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditanggung

Perusahaan, kecuali jasa produksi (bonus) bagi Sekretaris

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan jasa produksi

(bonus) bagi Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan secara berkala sebagai

bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris/Dewan



Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 2
(dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal
16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan

kemampuan Perusahaan.

Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen)
dari gaji Direktur Utama Perusahaan;

b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan
obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk
keluarga; dan

c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1
(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi

Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan

tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan

sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pajak atas penghasilan Komite Audit Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas ditanggung Perusahaan.

Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) Pasal,
yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal
16E dan Pasal 16F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk
Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain

dengan fungsi yang sama yang terdiri dari Ketua dan



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

Anggota.

Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama adalah
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas/Anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen atau
Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat
bertindak independen.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dapat berasal
dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari
luar Perusahaan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan
fungsi yang sama dilaporkan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham /Pemilik Modal.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang
merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,
berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya
sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
berakhir.

Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi
dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi
yang sama berhenti sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua Komite
Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan
fungsi yang sama wajib diganti oleh anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 16B

Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain



(2)

(1)

dengan fungsi yang sama bekerja secara kolektif dalam
melaksanakan tugasnya membantu Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.

Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain
dengan fungsi yang sama bersifat mandiri baik dalam
pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan
bertanggung jawab langsung kepada Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 16C

Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain

dengan fungsi yang sama bertugas untuk:

a. melakukan review secara berkala atas Sistem
Pengelolaan Talenta (Talent Management System)
perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaannya;

b. melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur
Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang
dilakukan oleh Direksi;

c. melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang
diusulkan oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas (Selected Talent), untuk
menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan
oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada
RUPS/Menteri (Nominated Talent);

d. melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan
yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum
diajukan kepada RUPS/Menteri;

e. melakukan evaluasi atas usulan Key Performance
Indicators Individu anggota Direksi;

f. menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu
bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas;

g. menyiapkan usulan program pengembangan bagi

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan



Komisaris/Dewan Pengawas;

h. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi
pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan
dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

i. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai
struktur organisasi perusahaan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dapat memberikan
penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi
atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang
ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan
Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang

sama.

Pasal 16D
Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang bukan
merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak
mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk

memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pasal 16E

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur

lain dengan fungsi yang sama yang berasal dari selain Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta
pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan
remunerasi;

b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang
dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan
kepentingan terhadap Perusahaan;

c. Mampu berkomunikasi secara efektif;

Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
menyelesaikan tugasnya; dan

e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-10 -

Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan

fungsi yang sama, jika diperlukan.

Pasal 16F

Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama

ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen)
dari gaji Direktur Utama Perusahaan;

b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan
obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk
keluarga; dan

c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1
(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi

Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau

nomenklatur lain dengan fungsi yang sama tidak

diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut
selain penghasilan sebagai Anggota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas.

Pajak atas penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi

atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama

ditanggung Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain

dengan fungsi yang sama dilarang menerima penghasilan

lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

2).

Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah dan ditambahkan 2
(dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal
22 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 22

(1) Penghasilan Anggota Komite Lain ditetapkan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan
kemampuan Perusahaan.

(2) Penghasilan Anggota Komite Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen)
dari gaji Direktur Utama Perusahaan;

b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan
obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk
keluarga; dan

c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1
(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.

(3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi
Ketua/Anggota Komite Lain tidak diberikan penghasilan
tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan
sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(4) Pajak atas penghasilan Komite Lain dengan fungsi yang
sama ditanggung Perusahaan.

(5) Komite Lain dilarang menerima penghasilan lain selain

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

7. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A
Komite wajib menandatangani pakta integritas yang
merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala
ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip

tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 29
Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan secara berkala

sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris/Dewan
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Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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